BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya
disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara
langsung dan demokratis.'

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dijelaskan juga
bahwa “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (1). Dan
pada Pasal 28E ayat (3) dijelaskan “Setiap Orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat diartikan
sebagai Hak Sipil dan Politik seseorang. Kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan
Umum. Baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov.), Gubernur dan Wakil Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Hak Sipil dan
Politik seseorang juga termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintah.

Salah satunya yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1)

' Undang undang no 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang. Selanjutnya di sebut Undang undang no 1 tahun 2015



“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan
perundang-undangan™

Patisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam
tatanan negara demokrasi . Partisipasi politik merupakan perwujudan dari
penyelenggara kekuasaan oleh rakyat melalui keterlibatannya di dalam
pemilu. Partisipasi politik masyarakat juga sangat penting dalam
menentukan arah politik suatu daerah. Dengan memberikan suaranya
untuk menentukan orang-orang yang akan mengemban amanah
pemimpinan. Partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin
dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Baik individu
maupun kelompok semua turut serta dan berpartisipasi dalam pemilu.

Kesuksesan penyelenggaraan PEMILU atau PEMILUKADA tidak
bisa di lepaskan dar1 penyajian data Pemilih yang benar benar Valid,
karena bisa di ketahuir setiap Sengketa hasil PEMILU atau
PEMILUKADA di Mahkamah Konstitusi selalu di latar belakangi oleh
data dalam daftar pemilih.

Didalam Undang undang No. 7 Tahun 2017 ( Selanjutnya di tulis
dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017) tentang Pemilithan Umum

di jelaskan bahwa di dalam penyusunan Daftar Pemilih data yang di

gunakan sebagai acuan adalah data Kependudukan sebagaimana Syarat

£ Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



untuk memiliki Hak pilih adalah di buktikan dengan Kepemilikan KTP
elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman di dinas
kependudukan dan Catatan sipil, selain dar1 sudah berada di batas usia 17 (
tujuh belas) tahun pada saat hari pemungutan suara atau bagi yang belum
17 tahun tetapi memiliki status sudah menikah atau pernah menikah (Duda
atau J anda).3

Permasalahan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan PEMILU
sendiri sangat di pengaruhi oleh Data yang ada pada Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil. Karena sumberdata awal dalam Penyusunan Daftar
Pemilih yang di sebut DP4 sebelum pemecahan atas jumlah TPS itu di
peroleh dari data Kependudukan.

Oleh karena itulah ketidak Validtan Data kependudukan akan
sangat berpengaruh Proses kepemiluan termasuk Dalam PEMILUKADA.

Dalam hal penyajian data, kerawanan yang.di akibatkan oleh
ketidak validtan data kependudukan adalah hilangnya hak pilih seseorang
yang di akibatkan ketidak punyaan KTP Elektronik karena berdasarkan
Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 hak pilih di dasarkan pada KTP
elektronik dan surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Hal in1 di akibatkan oleh mutasi pergerakan perpindahan Pemilih
dan ketidak faktualan data kependudukan akibat kurang cepatnya
pelaporan kematian Penduduk dan kesalahan Pencataan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

> Undang undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Proses penyusunan daftar pemilih sendir1 di atur jelas di dalam
PKPU no.11 tahun 2018 yaitu tahapan Mutarlih atau Pemutakhiran Data
Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan
DPT dar1 Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan
dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan
dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.*

DP4 adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu data yang
disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi
persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.’

Untuk selanjutnya DP4 tersebut di sandingkan dengan data pemilih
di pemilu terahir yang kemudian di lakukan Pencocokan dan Penelitian
yang di laksanakan oleh petugas pemutahiran dalam hal ini1 di sebut
Pantarlih.

Dar1 hasil pencocokan dan penelitian tersebut tersusun menjadi
DPS “ Daftar Pemilih sementara” , dan dari daftar pemilih in1 masih di
lakukan perbaikan dengan tanggapan masyarakat dan atau peserta Pemilu
sampai dua tahap yaitu tahap Daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan
Daftar pemilih sementara hasil perbaikan ahir, yang kemudian di plenokan
di tingkat provinsi menjadi DPT ( Daftar Pemilih Tetap),

Penyusunan daftar pemilih tidak hanya sampai di situ karena di

mungkinkan adanya pemilih baru sebagai akibat pindah domisili atau

* PKPU No 11 tahun 2018 tentang pemutahiran data pemilih.
5 .
- Ibid.



pemilih pindah TPS pada har1 H pencoblosan, hal in1 terjadi karena mutasi
perpindahan penduduk tersebut terjadi setelah tahapan Penetapan DPT
(Daftar Pemilih Tetap ) oleh KPU Provinsi.

Dari perjalanan Daftar pemilih yang begitu lama tentulah sangat
memungkinkan terjadi kesalahan atau ketidak validtan data pemilih
tersebut yang di akibatkan oleh perpindahan penduduk dari satu tempat ke
tempat lain.

Di kecamatan selopuro sendiri ke validtan data pada Daftar Pemilih
sangat di pengaruhi oleh hal tersebut adapun permasyalahan yang ada
sebagai akibat dari ketidak validtan data kependudukan di kecamatan
Selopuro meliputi kesalahan Input status, mutasi kependudukan yang
tidak secara cepat di laksanakan pengadministrasianya baik oleh warga
atau oleh pihak aparatur Desa. Selain itu juga di temukan pemilih Di
bawah umur dan belum mikah tetapi memiliki Kartu tanda Penduduk.

Didalam Islam sendirt memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban

sebagaimana hadist berikut:

ah 33| ) gya gld S ANz A \33

Artinya :
“Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu mengangkat pemimpin

salah seorang di antara kamm. (H.R. Abu Daud).’

® . Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani,”Ensiklopedia Hadist 5;
Sunan Abu Dawud” ,(Jakarta;Al Mahira;2013).hal.543



Hadits in1 menjelaskan kemestian adanya pemimpin walaupun
kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam
suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin di
antara mereka. Hadits in1 diperkuat lagi hadits yang sama maknanya, yaitu
hadits yang bersumber dari Abi Hurairah. Hadits dar1 Abi Hurairah ini
menceritakan perjalanan Abu Salmah dengan beberapa orang sahabat
lainnya. Ketika itu Abu Salmah menganjurkan harus ada pemimpin dari
mereka dalam permusyafiran itu dan beliau membacakan hadits di atas,
kemudian sahabat yang lainnya langsung mengangkat Abu Salmah sebagai
pemimpin mereka.’

Dari sini terlihat ada kewajiban dari setiap muslim untuk memilih
pemimpin dan karena sifat dari hal in1 adalah kewajiban maka khalifah
dalam hal 1n1i pemerintah sebagai penerima Hak dari kewajiban
warganegara maka , pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin
terlaksananya hak warga negaranya.

Selain itu ada alasan tersendiri kenapa Peneliti mengambil Lokasi
penelitian di1 wilayah Kecamatan Selopuro , hal in1 di sebabkan Kecamatan
Selopuro adalah daerah administratif yang relatif baru hasil pemekaran
dar1 wilayah kecamatan Wlingi ( Desa Tegalrejo, Desa Ploso , Desa
Popoh, Desa Jambewangi, Desa Jatitengah dan Desa Selopuro) dan

wilayah kecamatan Talun (Desa Mronjo), untuk kecamatan dengan Jumlah

” Muhammad Arsyad Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam
(Analisis Terhadap Al-Qur’an dan Hadits)”, jurnal hukum No 2 Vol.2, Institut Agama Islam
Negeri Padang Sidimpuan,2017,hal.141.



Desa yang paling sedikit di wilayah Kabupaten Blitar ternyata masih
terjadi ketidak validtan Data Penduduk.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam
sebuah penelitian yang Dberjudul, “Implikasi Validitas Data
kependudukan terhadap Hak Pilih dalam Pemilukada 2018 di
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dalam perspektif Undang
undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Hukum
Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih
dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif
Undang undang Nomor 7 tahun 20177

2. Bagaimana Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih
dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam perspektif
hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam
penelitian in1 adalah sebagai berikut:

I. Untuk mengetahui Implikasi Validitas data kependudukan terhadap
hak pilih dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro dalam

perspektif Undang undang Nomor 7 tahun 2017. .



2. Untuk mengetahui Implikasi Validitas data kependudukan terhadap
hak pilih dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro. dalam
perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian in1 diharapkan dapat memberi manfaat pada
berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian in1 diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis,
sumbangan 1lmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah
kellmuan, khusunya mengenai “Implikasi validitas data kependudukan
terhadap hak pilih”. Penelitian 11 diharapkan juga dapat berguna bagi
perkembangan 1lmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum
Tata Negara.Secara Praktis
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian 1n1i merupakan syarat menyelesaikan pendidikan
program Strata satu. Melalu1 penelitian 1nm1 peneliti berharap
mampu mengetahui bagaimana Implikasi validitas Data
kependudukan terhadap hak pilih di kecamatan Selopuro, dalam
penyusunan Daftar pemilih.
b. Komponen penyelengara PEMILU dan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil.



Hasil penelitian 1n1  diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan
terutama bagi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
penyelenggara pemilu dalam menyajikan dan menjamin kevalidtan
data kependudukan.Untuk masyarakat.
Memberikan informasi dan wawasan untuk masyarakat tentang
pentingnya data kependudukan yang Valid sehingga mereka tak
terhalangi dalam mengambil hak haknya sebagai warganegara.
E. Penegasan Istilah
Dar1 penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti
angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam
membaca skripsi ini, yaitu:
1. Secara Konseptual
a. Implikasi
Implikasi dalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil
penemuan suatu penelitian ilmiah.Peraturan daerah.”
b. Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen.’
c. Data Kependudukan
Data kependudukan adalah data yang meliputi data agregat

kependudukan per kecamatan dan Data Penduduk Potensial

" Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi ke IV (PT gramedia Pustaka
Utama: Jakarta),2011. Hal..529
” Tbid Hal. 1542
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Pemilih Pemilu yang disediakan oleh Menter1 Dalam Negeri, dan
data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri
yang disediakan oleh Menter1 Luar Negeri. 10
d. Pilkada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya
disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota secara langsung dan demokratis. "’
e. Hukum islam
Hukum 1slam adalah segala peraturan agama yang ditetapkan Allah
untuk umat islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah
Rosululloh saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir
(penetapan atau pf:1'1gal<uan).12
2. Secara Operasional
Secara  operasional penelitian dimaksudkan  untuk
mengetahui “Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak pilih

dalam PEMILUKADA 2018 di kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Selopuro” yang dimaksud

' PKPU no 11 tahun 2018.

'! Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

4 Rasjidi, M.H. Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah. (Jakarta :Bulan

Bintang, 1976) hal 25
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adalah mengetahui Implikasi Validitas data kependudukan terhadap hak
pilih dalam PEMILUKADA 2018 di Kecamatan Selopuro Kabupaten
Blitar sudah sesuai dengan hukum islam ataukah belum sesuai dalam
pemenuhan Hak pilih warga negara..

F. Sistematika Penulisan SKkripsi

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan
pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari
karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab
demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan
penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian
sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus
penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah,
dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai .Validitas Data Penduduk
sebagai sarana penegakan Kedaulatan, Pemilukada sebagai implementasi
Demokrasi, Teory Hak Pilih dan Penyusunan Hak Pilih dalam PEMILU,
Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Islam, hasil penelitian terdahulu, dan
paradigma penelitian.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi
penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data,
teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap

penelitian.
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BAB IV Paparan Data, Temuan Penelitian dan Analisis Data
meliputi: deskripsi data, temuan penelitian, analisis data dan temuan
lapangan serta Pembahasan berisi tentang pembahasan hasil penelitian

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdir1 dar1 daftar rujukan dan lampiran-lampiran.



